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3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6678); 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 108); 

6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal; 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI 

KETENAGAKERJAAN NOMOR 291 TAHUN 2018 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN 

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI 
KERAJAAN ARAB SAUDI MELALUI SISTEM PENEMPATAN 
SATU KANAL. 

 
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
a. mengubah Lampiran I ketentuan BAB I huruf B 

Pengertian Umum; 
b. mengubah Lampiran I ketentuan BAB III huruf A 

Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia; dan 

c. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Siskotkln harus dimaknai menjadi 
Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

 
KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang 

telah ditetapkan sebagai pelaksana penempatan Pekerja 
Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal, wajib memiliki akun Enjaz yang 
diterbitkan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Menteri ini 

ditetapkan. 
 














